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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini dapat disimpulkan tentang 

strategi BPKAD dalam upaya meningkatkan PAD dan beberapa faktor 

penghambat yaitu:  

1. Strategi yang ditetapkan oleh BPKAD Kota Bima dalam 

meningkatkan PAD adalah: 

a. Penyisiran data secara aktif tindakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota 

Bima ini guna untuk menyisir terhadap potensi-potensi yang ada dan 

berpeluang menyumbangkan PAD namun, belum terdaftar dikantor 

BPKAD Kota Bima.  

b. Pemukhtahiran data (update data) strategi ini digunakan untuk 

memperbaharui data yang sudah ada seperti awalnya hanya sebuah tanah 

saja namun sekarang sudah menjadi bangunan hal tersebut harus di data 

ulang Ini harus dilakukan menurut BPKAD Kota Bima guna 

meningkatkan PAD.  

c. Koordinasi antar instansi yang terkait strategi ini dilakukan guna untuk 

pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pemberian sanksi 

administrasi dan pelayanannya dipending. 

d. Pembayaran secara online melalui aplikasi Gopay dan Bank Daerah (Bank 

NTB). Strategi ini dianggap sangat mempermudah bagi wajib pajak dan 
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meminimalisir kemalasan wajib pajak serta mempermudah petugas dalam 

hal pengawasan setoran wajib pajak. 

2. Faktor penghambat BPKAD dalam meningkatan PAD Kota Bima: 

a. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang seperti alat ukur 

dalam bentuk struk bukti transaksi yang dilakukan oleh konsumen.  

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pembayaran dari segi 

ketepatan waktu dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah terhadap pemanfaatan PAD.  

c.  Indikator selanjutnya yaitu kurangnya mutu pelayanan yang diberikan 

oleh petugas kepada wajib pajak. Petugas jarang turun lapangan serta 

masih susahnya dijumpai apabila wajib pajak ingin membayarkan 

kewajibannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan membantu BPKAD Kota Bima maupun peneliti lain agar memperoleh 

penelitian yang baik terkait dengan judul penelitian ini.   

1. Kepada  BPKAD Kota bima memperhatikan kriteria khusus menempatkan 

pegawai di BPKAD yang sesuai dengan bidangnya, bukan hanya di 

lingkup kantor BPKAD namun yang lebih penting yaitu petugas juru 

pungut yang ada di kelurahan-kelurahan harus diberikan pembekalan 

terlebih dahulu serta memilih juru pungut yang benar-benar serjana lulusan 

pajak maupun akuntasi agar dalam melaksanakan kinerja mampu dengan 

efektif dan efesien. 
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2. BPKAD Kota Bima segera melakukan instrusi kepada petugas atau bidang 

terkait untuk lebih giat dalam menemui wajib pajak dengan cara 

melakukan sosialisasi dan pendekatan pentingnya memabayar pajak tepat 

waktu, dan atau metode jemput bola melalui petugas yang handal dan 

terpecaya. 

3. BPKAD hendaknya memberikan pelatihan pada petugas atau pegawai 

pelayanan untuk loyal dan terampil dalam bidangnya masing-masing. 
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LAMPIRAN 

Penyisiran Data Secara Aktif/Menyisir Potensi 

 

 

 

 

 

 

 

Pemukhtahiran Data     Rapat Koordinasi 

 (Update Data)     Antar Instansi /Dinas Terkait 
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Pembayaran Secara Online Dengan Bank NTB Syariah Dan Aplikasi Gopay 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan Pemberitahuan Pembayaran Pajak 
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